PEMERINTAH KABUFATEN SITUBONDO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAFPATAN DAN BELANIA DAERAH (APED}

Menimbany

Mengingat

KABUPATEN SITUBOND{ TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

bahwa shubungae dengan perkembangan yang tidak  sesuai
dengan asumsi kebijaken umum APBD, keadaan yang menyehabkan
pergeseran arHar unil organisasi, andar kegiztan dan anter jenis belsnja,
keadsan yang menyebubkan sisa Ichih tahun anggaran sebelummya
harus digunakan wntuk pembiayasn dalam tahun sngparan berjalan
maka perlu dilalaskan perubahan APRD Tahun Asggaran 2G14;

menciapkan Perubalun  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Situbordn Tahun Anggaran 2010 dengan Peraturan
Dacrah.

Undang-Undang Nomor 12 Talum 1950 tentang Pemnbeniukan Daerah-
daersh Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur {Lembaran
Negare Republik Indonesta Tahun 1950 Nomor 19, Fambehsn
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9Y;

Undang-tindang Nomor 12 Tahun (985 tentang Pajak Bumi dan
Banguran (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahon 1985 Nomor
68, Tambahzan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana ielah diubah  dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1994 tcotang Perubabon Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negsra
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomer 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tengang Bea Perclehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan {fembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)
sebagaimana telah diubah dengen Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2000 tentang Perubabon Atas Undeng-Tndang Nomor 21 ‘Tahen 1997
lentang Bea Perolehan Hak Aras Tanah dan Bansgpmen (Lembearsn
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Namaor J658);
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Undang-Undang Nomotr 28 Talhun 1999 tcotang Penyelenggaraan
Ncgara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
{Lembaran Megara Repuhlik Indomesia Tahun 1999 Nemor 75,
Tambalem Lembaran Negam Republik Indeocsia Momor 3851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 teniang FProgram
Pembangunan Nasicnal {Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun
20600 Nomor 206, Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia
MNomor 3552);

Undang-Undang Nomwor |7 Tabun 2003 tentang Kesangan Negara
(Lembaran Negirs Republik Indonesia Tshun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Repubkk Indonesia Momor 4286);
Undang-Undang Nomor t Tehun 2004 tenteng Perbendaharaan
Negara (1.embaran Nepars Republik Indoncsia Tabun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tamm 2004 femtang Pembentakan
Peraturan  Perunding—undangan  {Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomwor 53, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indoncsia Momor 4389);

Undang-Undang Nomer 15 Tuhun 2004 temang Pemeriksaan
Peopelolazm dan Tangopung Jawabh Kepangsan Nogara {Lemberan
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, lambghan
Lemharan Negara Republik Indoncsia Nomor 4400);
Undmng-Undang Nomor 25 Tabun 2004 tentang Sistem Percncanaan
Pembangunim Nasional (Lembarsn Negara Republik Tdonesia Talun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Megzra Republik  Indomesis
Momor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerab
schagaimana telah dinbeh dengan Undanp-Undang Nomor 17 Tahun
2008 tentang Perubshan Kedup Atas Undang-Usdang Nomor 12
Tabue 204 iepteng Pemrintahan Daerah  (Lemberan  Nepara
Republik Indonesia Tabun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 icmiamg Perimbangan
Kevangan Antars Pemerntah Pusat den Pemerintshan Decrsh
(Lembaman Neogara Republik Indonesia Tabnm 2004 Nomor 126,
Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undeng Nomor 28 Tahun 2009 tcmtang Pajuk Daerah dap
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Talum 2009
Nomor 130, Tambehan Lcmbaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 5049);

Peraturan Pemeriniah Nomor 2R Tahun 1972 tentang Perubshan
Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintalh Daerah
Kabupaien Pansrukan (Lembarsn Ncegars Republik Indoncsia Tabun
1972 Nomeor 38);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Fabmn 2000 tentang  Kedudukan

kevangan Kepula Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Tahun 20{{) Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor
J028);
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Pratokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anpgota Dewan Porwakilan
Rakyat Daecrah {Lecmbaran Wepara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) scbagaimena tclab boberapa kali divbah terakhir dengan
Peraturan Perenintah Nomsor 21 Talnm 2007 tentang  Perubshan
Ketipa atas Pematiran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24
Tahin 2004 wnlang Kedwdukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyal Dacrab {Lemibvaran Megara
Republik Indomesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 20{)5 tentang Pengelolaan
Keuanpan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indomesia Tzhun 2005 WNemor 48, Tambahan Lembamn Negara
Republik Indoncsia Nomor 4502);

Peraturan Pemenintah Nomor 24 Tabun 2005 tentang Stander Akuntearsi
Pomcrintahan (Lembamm Negara Repubdik Indonesia Tahun 2005 Nomor
44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentzmg Pinjaman Daerah
(lLembaran Negera Republik -Indonesia Tabun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4574);

Persturan  Pemerintah Nowsow 55 Tabun 205 jendgng  Dans
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Momer 137, Tambahan Lembaran Negam Renuhbk Indonesia Nomor
4575,

Peraduran Pemerintah Nomor 56 Talwm N5 tenang Sisten Informasi
Kevangan Deerch (Iembersn MNegara Republik Indoawsin Talwm 2005
Momor 138, Tambahan Lembsran Negam Republik Indoncsia Momor
4576,

Peraturan Pemecintah WNomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada
Nacrah (Lembaran Negara Republik Indomesia Tahum 2005 Nomoe
139, Tambehan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4577);
Peraturan  Pemerintah Nomor 58 Tahum 2003 tentang Penpelolaan
Keuangan Dasmh (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2005
Numor 140, Tambahan Lembaran Negara Regublik Indonczia Nomaor
45TE);

Peraturan Pemerizh Nomor 65 Tahon 2005 tentang Pedomsn
Pengelolasn Kevangan Dxgcraly {Lomiwran Negare Repuhbk Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Nomor 4535);

Peratran Perperimah Nomor 72 Tabam 2005 kentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabum 2005 Nomor 158, Tambehan
Lembaran Neywma Nomor 4587);

Persturan Pemerintah Momor 79 Tahun 2005 temiang Tedoman
Fembinaan dan Pengawasan Penyclengparsan Pemerintah Daerzh
(Lembaran MNepara Republik Tndonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instanrsi Pemerintalr (Lembaryn Negara
Eepublik Indencsia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lombaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 4614);
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Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penwelenpearaan Pemerintahan Dacrah kepada DPRD, dan Informasi
Lapuran Penyelenggaraan Pemeripiahan Daerah kepada Masyarakat
{(Lembaran Negmm Republik Indomesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran NMegara Republik Indonesia Nomor 4693);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tuhun 2007 temtunp Pembagian
Urusan Pemenntahan antara Pemenmtzh, Pemerintshan Dserah
Propinsi, dan Pemerintahan Daemh Kabupaten/Kota (Lembaran
Megarm Republik Indonesia Talm 2007 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Permnerimtah Nomaor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Ulang
NegaraDacrah (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2007
Nompr §), Tambahan Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor
4738);

Peratwnn Pemeriniah Nomor 61 Tahum 2007 tenitang Pedoman Teknis
Penpclolaan Keuangan Badan Layanan Urmum Daergh;

Permturan Pemerintah Nomeor & Tahum 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Pastei Peliih  (Lembaran Megara Republik
Indoncsia Tahun 2009 Nomoe 18, Tambahan Tembarmn MNegara
Repubiik Indonesia Nomor 4972);

Peratran Presiden Nomor 108 Tahmn 2007 temtany Tunmjangan
Kependidikan bagy Gure, Kepala Sekolah, Pengawas dan Penilik;
Peraturan Menteri Dalam Megerh MNomeor 13 Tabun 2006 entang
Pedoman Penpelolaon Keuangan Dacrah sebagnimana telah diubah
dengan Peranwan Menteri Dalam Negeri Momor 59 Tabhun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2066 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;,

Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemanpuan Keuangan Dacrabh, Pengangearan dan
Pertsmgpungjawaban Penggunsan Belanjs Penunjang Operasional
Pimpinan DPRD serte Tata Cara Pengembalian  Tunjangan
Komunikasi Tntensif dan Tlana Operasional;

Perairan Menteri Dalam Megeri Nomor 25 Tahwan 2009 tentang
Pedoman Pemyusunan Angparan Pendapatan dan Belmja Deemh
Talwn Apnpearan 2010;

Peraturan Menteri Kenangan Nomor 34/PME.07/2008 tenteng
Penggunaan Dana Bag Hasil Cukai Tombakau dan Sanksi aras
Penyalahmunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cuksi Tembakau;

Peraturan Menteri Kewsngan Nomor 138/PME.O7/2009 tentang Batas
Maksimal Komutetif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD
maging masing Daerab dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman
Daerah Tahun Anggaran 2010;

Perahman Deerah Kabupaen Situbondo Nomor 3 Talws 2003 wentang
Dena Cadsngan Pemerintah Kabupaten Silubondo scbagaimana telah
divboh dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situboodo Nomor 7
Tahum 2007 tentang Perubahan ates Pemturan Dacrab Kabupaten
Situbondo Nemer 3 Talun 2003 tentang Dana Cadangan Petnesintah
Kabupaten Situbendo (Lembaran Daerah Kabupaten Sitebondo Tahun
2007 Nowor 7Y
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Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2003 tentang
Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Syariah sebagzimana telah divbah dengan Peraluran 1Jaerah
Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tabun 2007 tentang Perubalvn atas
Peraturan Dacrah Kabupaten Sitwbondo Nomor 5 Falum 2003 temtang
Pendittan Perserean Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Syariah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007
Nomor 5}

Persturan Daerah Kabupaten Situbomdo Nomaor | Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Kevangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwukilan Rakyai Dacrah (DPRDY) Kabupaiea Sitwboedo (Lanbersn
Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun 2005 Seri A Nomor 01)
scbagaimana telah diubah dengan Peruturan Paerah Nemor 5 Tabun
2003 tentang Porubahan atas Pevaturan Daersh Nomor 1 Tahun 2005
tenting Kedudukan Protokoler dan Kcuangan Pimpinzn dan Anggota
Dewzn Perwakilan Ralyat Deerah (DPRD) Kabupaien Sivbondo
{Lembaran Dacrah Tahun 2005 Seri A Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomer | Fahon 2006 temang
Rencana Pembangunan Jangkn Menengah Daerah (RPTMD)
Kobupaten Srubonde Talmn 20062010 (Lembamn Daerah
Kabupaten Sitnbondo, Seri A Nomor 1} sehapaimana telah diebeh
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Momor 4 Tahun 2009
tentang Perybahan Atas Peraturan Daerah Kebupaten Situbonde
Nomor 1 Tahun 2006 temang Remcans Pembangmnan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situhondo Tabun 20062010
(Lemabaran Dacrah Kabupates Situbondo Tahun 2000 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbonde Nomor 2 Tahun 2006 tentang
Kedudukan Kevangan Kepals [Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(L.embaranh Dacrah Kabopaten Situbondo, Seri E Nomor 1);

Peraturan Duerah Kabupaten Situbondy Namor 4 Tabun 2006 tentang
Bantuan Kemangsn kepada Partai Politk (Lembaran Becrab
Kabupaten Situbondo, Seri E Nomor G3);

Peraturan Dacrah Kebupaten Situbonde Nomor 17 Tahon 2006 tentang
Pexemcanaan Pembangunan Desa (Lembarm Dacrah  Kabupaten
Situbondo Takun 2006 Nomor 13);

Peraturan Dacrah Kalrpmien Situbowdo Nomor 6 Tahwn 2007 teriang
Pendirian PT. Radio Suara Situbondo (Lemburan Dacrah Kabupaten
Situbonde Tahun 2007 Nomor 6):

Peraturan Dacrah Kabupaten Simbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintah  Kabupaten Sitabondo (Lembaran Dacrah
Kabupaien Simbondo Tahin 2008 Nomer 2);

Peraturan Dacrah Kabupaten Simbondo Nomor 13 Tahun 2008
tentang Pokok Pokok Pengclolaan Kevangan Daersh (Eombearan
Dracrah Katrapaten Situbondo Tahun 2008 Nomer 13);

Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 61 Fahun 201¢ tentang,
Investwsi Daerah Kabupatcn Sitvbonde Talun Anpgwan 2010
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Yahun 2010 Nomor 01).



Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABIPFATEN SITUBDNDO

Dam

BRUPATI SITURONDO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PERDAPATAN DAN BELANJA DAERAH {APBD) KABUPATEN
SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2818

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Beinnja Dacrah Tahun Angparan 2010 setelah
perubahan dengen rincian sehagat beriloat -
1. Pendapatan

a Semula Rp. 617_R06.426.456,12

b. Bertambah / (berkurang) Kp. 56.382.00H 73415

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 674.388.428.194,37

2. Belanja
. Semula Rp. 690.650.247.905,14
b. Rertambed / (berkurang) Rp. 64.233.719.575, 10
Jumileh Belanja setclah Perubahan Rp. 754 883 467 566.24
Surplusi{Defisitl) Setelah Perubahan Rp, {80.495.530.375.87)
3. Pembiayaan
A Peperimaan
1) Semula Rp. 120.347.1771.699.92
2} Bertambeh / (berkurang)  Rp. 7.651.717,840.95
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 127.998.895,540,%7
b. Penyeluaran
1) Semula Rp. 3.875.000.000,00
2} Bertambah / (herkurang) Rp, X
Jurnleh Pemgeluaran setelak Petubshan Rp. 1.875.000,000.00
Jumlah Pembiayaan neto
setelah Perubahan Ep. 124.123.895.540,87
Sisa Leih Pembiayaan Anpparan
setzlah Perubahan Rp. 43.628.356.165,00

Pasal 2

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubshan (SILPA) sebesar Rp
43.628.356.165,00 schapaimana dimaksud Pasal 1 angka 3, masih dalom
proses hukum sehingga tidak dapat dipergumakam.

FPazal 3

(11 Pendapatan Daerah schagaimana dimaksud dalam Pasal | terdini dari :
a Pendapntan Asli Dacrah

1} Semuia Rp. 36440317 434,76
2) Dertambab/(berkurang)  Rp. .59 774.378.61
Firlah pendapeian ssli doerak

seielah Ferubahan Rp.  43.033.091.813,37



4. [Tana perimbangan

) Semula Rp. 532.252.548.109.00

2) Bertambeh/(berkurang)  Rp. 2.830.435.339

Jumlah danz perimbangan

setelah Perubahan Ep. 535082983443 .00

¢. Lain-lain perdapatan daerah vang sah
1] Semula Rp. 44.113.560.912 45
2) BRertambah/(berkurang)  Rp. 47.158.792.016.54
Jumlah lain-lain pendapatan dacrah yang sah
setelah Perubahan Rp.  96.272.352.929,00

(2) Pendapatan Asli Dasrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf a
terdiri dan jenis pendapatan

a. Psjak daerah

1) Semula Rp. 8.232.865.060,00

2) Bertembab/(berkurang)  Rp [9.922 (00,00

Jumish pendapatan asli dierah

setelah Perubahan Rp. 8.252.787.060,00
b. Retrbusi doarah

1) Semula Rp.  T636.339.039,00

2) Benambah/(berkurany)  Rp. 70.619.316,50

Jumiah remribusi daerah

setelah Perubahan Rp. 7.707.458.355.50
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerab yang dipisahkan

1} Semula Rp. 2.553,034.143,05

2) Bevambeb/{berkurang)  Rp. (.04

Jurndah hasil pengelilazr kekayaan daerah

yang dipisahkan setclah Perubahan Rp. 25553414305
d. Lain-lsin pendapatan ask dacrsh yang sah

1) Semula Rp. 18.017.579.192.71

3) BertambahAbeskurang) Ry, 6.502.233.062.11

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah

setelah Peruhahan Rp.  24519.812.254.82

(3} Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurof b terdin
dari jenis pendapatan ;
2. Dana bagi hasil pajak / Bagi hasi} bukan pajak

1) Semula Rp. 44.675.73{. 109,00

2) Bertambah/(berkurang} Rp. _ 2.830.435.339.00

Jumlah dana bagi hasit

setetah Perubahan Rp. 47.506.165,443,00
b, Dana slokasi urmum

1} Semula Rp.  447.609.618.000,00

2} Bertambah/(berkurang) ip. .00

Jumlah dana atokasi wmuen

setelah Perubahan Rp. 447.609.618.000,00
¢. Dana alokasi khusus

1y Semufa Rp. 39957 200.000,00

2} Bertambah/(berkursng)  Rp. 0,00

Jumlah dana alokasi khusus

setclah ["erubahan Bp. 39.967.200.000, 0



{4) Lain-lain pendapuian daerah yang sah sebagaimana dimaksud pads ayat
(1) huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatar :

d.

ar

Hibah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Kp. 0,00
Jumlah perndaprata habah

setelah Perubahan Rp. 0,00

Dana Darurat

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertamhah/(berkurang) Rp. .00
Juralzalr Du Daroat

seteluh Perebhahan Rp. 0,00

Dana Bagi Hasil Pajuk
1) Semula Rp. 25676350912 46

) Berambab/(berkorangy Rp.  4.757.647.856,54
Jumilah dana bagi hasit pajak

setelah Perubahan Rp.  30.433.998.769.00

Dana penycsmaian dan otonomi khusus

1} Semula Rp. C,00
2) Bertambab/{berkurang)  Rp. 39.561.894, 160.00
Jurnlah dana penyesuaian 4an otonomi kKhusus

setelah Pervhahan Rp.  39.561.894.160.00
Bantuan kcuangan dari propinsi atan dari pemerintah daerah lainnya
1) Semuls Rp. 22 0%7.210.000,08

2) Bertambah/(beriurang)  Rp. 2.739.250. 000,06

Jumlsh Bantuan keuangan dari prupinsi
atay dari Pemerintah daerah lainnya

satelah Perubahan Rp.  25.726.460.000.00
Perudapatan Lainmya
1) Semula Ry. 450. 006,000,004
2} Bcrtambahy(berkurang) Bp. 1 000,00
Jumlah Pendapatan lainnya
satelah perabahan Rp. 350.000.000.00
Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagpimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dan :
Bzlanja Tidak Langsung
by Semula Rp. 505.271.047.219.34

2) Bertambahf(beriurang)  Rp. 19.109,527.852.10
Jumlah belanja tidak langsunp

setrlab Pernbahan Rp  5243R1.575.071,44
Bzlanja Langsung
1y Serula Rp. 185378.200.771,50

2y Bertambab/(berkurang)  Rp. 435,124.191.723 04
Jumnlsh belanja langsamg

gelelah Perubahan Rp.  230.502.392.494 %0

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayst (1) huruf a
terdinl dari jenis belanja ;



a. Belanja pegawai

1} Semula Rp. 401.112.300.627,34

7} Bertambahi(berkurang)  Rp. 38.570.467.439.11

Jumlah belanja pegawai

setclah Perabahan Rp. 439.682.768.066,45
h. Belanja hunga

1y Semula R, 15.000.000,00

2} DBertambah/(berkuranyg) Rp. (.00

Jumiah belania bunga

setelah Perubaban Rp. 15.000.000,00
c. Belanja subsidi

1) Semula Rp. 0,00

2} Bertambah/{ berkurang) Rp. 0.00

Jumiah belanja subsidi

setelah Perubahan Rp. 0,00
d. Belanga hihah

1) Semula Rp. 65.362.313.915,00

2} Bertambahf{berkurang)  Rp. (20.992.342 40:0.00%

Jumiiah belanja hibah

seteiagh Perubahan Rp. 44 369971 515,00
¢. Belanja bantuan sosial

1) Semuia Rp. 14 016.392.677.00

2) Bertambahf(berkurang)  Rp. 570.000.000,00

Jumlah belanja bantuan sosial

setelah Perubahan Rp. 14,586,302 67700
f. Belimjs bagi hasi]

17 Semula Rp. 0,00

2) Bertambahfberkurang)y  Rp, 0.00

Jumlah belanja bagi hasil

setelah Pervbaban Rp. 0,00
g. Belanja bantuan keuangan

1} Semula Rp. 19.7660.0440. 000,00

2} Berambahfiberkurang)  Rp. 0,00

Jumiah belanja haniuan keuangan

sciziah Perubahan Rp.  19.766.040.000,00
h. Helanja tidak terduga

1) Semula Rp. 5000 000000 (0

2) Bertambahfberkurang)  Rp, 961.402 R12 99

Jumlah belzanja tidak terdugn

setelah Perubshom Rp. 5.961,402.812.99

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada aval (13 huraf b ierdiri
«liuri jenis belanja :
a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 30.378.146. 71700
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.921.133.8B43.00
Junnlah belanja pepawai

setelah Perubahan Rp.  13.799 28056000
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b. Belanya belanja barang dan jasa

17 Semula Ep. 82.466.106.839.00

2) Bertambah/{harlorang) Rp. 14.852.277.080,00

Jumiah belanja barang dan jasa

setelah Perubahan Rp. 97.318.383.939.00
¢. Belanja modal

1y Semula Rp. 72.031.947.195.80

2y Bertambah/(berurang) Rp. 2735780800 00

Jumlah belanja modal

setelah Perubahan Rp.  99.384.727.995.80

Paxal 5

{1} Pembiayaan Daersh sebagaimana dinmakaod dalam Pasal 1 terdirt dari -
a. FPeperimaan

1) Semula Rp. 120.347_ 177.699 92

1) Bermambah/(beriawang) Rp. | 7.651.717.84).95
Jumlah panerimaan

sctelah Perubahan Rp.  127.998.895540.87

b. Pengelfuaran

1) Semula Bp. 3.875.000.000,00

2} Bermambah/(berkorang)  Rp. 0.0
Jumtah pengeluaran

setelah Perubahan Rp. 3.875.000.000,00

(2) Peperimaan sebaggimans dimaksud pada ayat {1) buruf a terdin daod
jenis pembiayaan :
a Sisa lchih Perhitungan Anpgaran Talnm Anpparae sebelummya

(SILPA)

1} Setnula Rp. 104.308.677.699,92

2) Bertambah/berkurang) Rp.  __ 7.651.717.840.95

Jumiah SiL.PA tahun anpgaran sebelumeya

setelah Perubahan fBp.  111.960.395.540.87
b. Pencairan dana cadangan

1) Scmula Hp. 1200000000006

2} Bertambahi{berkurang) Rp 0.00

Jumlah pencairan dana cadsnyan

setelah Perubahan Rp.  [2.000.000.000.00
¢. Hasil penjualan kekayaan daersh yang dipisahkan

Iy Semula Rp. (LGD

2) Berambah/(berkurang}  Rp. 0.00

Jumlah hasil penjualan kekayasn daerah yang

dipisahksm setelah Perubahan Rp. 0.00
d. Penerimaan pinjaman dacrah

1} Semula Rp. 0,00

2} Bertambahf{(bertkurang)  Rp. 0.090

Jumlah Pererimaan pinjaman dacrzh
setelah Perubahan Rp. 0,00
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<. Pencrimaan kembali pemberian pinjaman

1) Semula Rp. 3.400.000.000,00

2) Bertambah/{berkurang) Rp. NKED]

Jumilah Pencrimaan kembali pernherian pinjaman

scielah Perubahan Rp.  3.400.000.000,00
1. Penctimann pitang dacrah

1)} Semula Rp. H38. 50100000

2) Bertambeh/(herkurang)  Rp. 0,00

Jumtah Penerimam pintang deerah

setelah Pensbehan Kp. 638.500.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimuaksud pada ayat (1) buruf b terdic dari
jenis pembiayaan :
2. Pembenfukan dana cadangan

1} Semula Rp. 3.0 (XN.000,00

2} Bertambeh/(berurang)  Rp. 0,00

Jumish perrbentukm d=na cadampan

setelah Perubahan Rp. 3.000-000. 006,00
b Penyeriaan modal (ivecstasi) pemerintah daerah

1) Semula Rp. 840.000.000,00

2) Bertambah/(beskurang)  Hp. Q.00

Junlah penyertaan modal {investast) daerah

setelah Perubahan Rp. S441.G00.000,00
c. Pembayaran pokok utang

1) Semula Rp. 35.000.000,00

2) Berambabf(berkurang)  Rp. 0,00

Jumlsh Pembayaran cicilan pokok utang

Yang jatuh tempa sctelah Perubahan  Rp. 35.000.000.00

Pazal §

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Pelanja Daerah
sebagaimana dimaksud datarn Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Deerah ini, terditi
dari :

I. Lampiran I Ringkasan Penrbahan Anggaran Pendapetan dan
Belanja Daerah;

2 Iampiran 1 Ringkusan Pernhshan Anpyaman Pendapetan  dan
Belanjs Daersh menurwt Urusan Pemerintahan
Daerah dan Orpunisasi SKPD;

3. Lampiran 1E1 Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrsh memund  Urusan  Pemerintahan  Deersh,
Organisasi  SKPD, Pendapatan, Belanja dam
Pembinyaan;

4. Lampiran [V Rekapitulasi Perubahen Belanja menunit Urusan
Pemenintahan Dacrah, Organisasi SKPD, Program
dan Kcpiatan;

3. Loampiran ¥ Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Umuk
Keselurusan dan Keterpaduan Unisan Pemeritahan
Deerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negur:
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fi. Tampiran VI Daftar Pcrubahen Jurtlah Pegawsi per Golongan dan
per Jubaian;

7. Lampiran Vil  Daftar kegiatan-kegiatan lahun angparan sebelumnya
vang belom disclesatkan dan disnggarkan kembali
dalam tahwn anggam@n inf;

8. Lampiran VIII  Ooftar Pinjaman Dacrah dan Obligasi Daerah,

Faxul 7

Bupati mxnetapkan Peratursn Bupati lentang Penjabaran  Porubahan
Anggaran Pendapatan b Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sisthondn

Tabun Apggaran 2010 schagat landacan operssional pelaksanaan Perubahan
APBD.

Pusal K
Peraturan Dacrah int mulai berlaku pada tanggal divndangkan.

Agar setiap ormg dapat mengetahuinyz, mernerimnbirn  pongradsngre:
Peraturan Daerah ini dengon penernpatannys dsalam Loembaran Duersh

Kabupaten Situbondo.
Ditetapkan di Sitebondo
Padatanggal'g g oy 5
BUPATI SITUBONDD,
H. DADANG WIGIARTO, S H
Drndanplean di Satshondo

Padatanggal 4 4 NOV 2010

Pit SERRETARIS DALRAN

SITUBONDO,

NI 19570104 195303 1010

LEMBARAN DAERAH KABUFPATEN SITUBDND(G TAHUN 2010 NOMOR 04

Keputusen Gubertur Javea Timur Nemsor 188/ 14855013/2014 Tanggal 01 Mopember 2010 tartang Hasil
Evaluasi RATERDA Kab. Stwhondo tentang Perwbaban APMBD TA 2010 dan RAPERBUP icntany

Penjubsrun Perubaban APBD TA 20140,




